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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hal terpenting terciptanya sebuah pemerintahan yaitu adanya 

implementasian sebuah kebijakan dalam negara. Sebagaimana negara Indonesia 

sendiri merupakan negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia berhak 

menentukan nasib bangsanya sendiri, hal ini dapat di wujudkan dalam bentuk 

pembangunan. Menurut Sondang P. Siagian (1999), pembangunan merupakan 

suatu usaha atau rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang 

dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara, pemerintah menuju pada 

modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dimana, pembangunan ini bersifat 

menyeluruh guna untuk menyelesaikan permasalahan publik.  

Pendapat lain juga mengatakan kebijakan sebagai “serangkaian tindakan 

atau kegiatan” sebagai upaya yang selalu berhubungan dengan usaha untuk 

mencapai beberapa maksud atau tujuan. Pada saat ini dapat dilihat  bahwa 

permasalahan yang masih ada dan sulit di tangani ialah masalah kemiskinan, 

sehingga untuk menanggulangi permasalahan tersebut dan untuk mensejahterakan 

rakyat maka pemerintah melakukan beberapa kebijakan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, salah  satu  upayanya yaitu dengan prinsip pemberdayaan 

masyarakat. pemberdayaan ekonomi yang dilakuan diindonesia terdapat lima butir 

praktik yakni : bantuan modal, bantuan pengembangan prasarana, bantuan 

pendampingan, penguatan kelembagaan serta penguatan kemitraan. Dimana 
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pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi 

masyaraka yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. 

Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatakan produktivitas 

mereka rendah. Kaputra (2013 : 72).  

Belajar dari kekurangan dan kegagalan dalam menangani persoalan 

kemiskinan yang selama ini telah di laksanakan khususnya di perdesaan. Maka 

untuk pendukungan dalam percepatan pemberdayaan masyarakat, pemerintah 

berupaya membuat sebuah kebijakan dalam basis bentuk pemberdayaan desa. 

Wujud dari keseriusan pemerintah dalam bidang pembangunan yaitu dengan 

menciptakan program pemberdayan masyarakat. Salah satu program yang 

diluncurkan ialah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 

pada tahun 2007. Pendekatan PNPM Mandiri  Perdesaan merupakan 

pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang berupa 

penyediaan lapangan perkerjaan dan pendapatan bagi kelompok miskin, efisiensi, 

dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi 

masyarakat. Namun pada tanggal 31 desember 2014 program ini telah di resmikan 

berakhir yang kemudian di lanjutkan dengan program Simpan Pinjam Kelompok 

Perempuan (SPKP). Program SPKP adalah penjabaran dari PPK yang merupakan 

suatu program simpan pinjam khusus bagi perempuan dalam bentuk dana bergulir 

yang di salurkan untuk usaha peningkatan kesejahteraan kaum perempuan melalui 

kelompok simpan pinjam kaum perempuan. Sebagaimana yang di sebutkan bahwa 

Kelompok SPKP adalah kelompok perempuan yang melakukan kegiatan 

produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan 
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keluarga sejahtera (Depdagri RI, 2007). Sejalan dengan pelaksanaan program 

tersebut, dilaksanakan pula dengan prinsip otonomi yang nyata dan 

bertanggungjawab berdasarakan dengan pemberdayaan. Dimana dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan 

kesejateran masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi 

yang tumbuh dalam masyarakat. Juga penyelengaraan otonomi daerah harus 

menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya. Artinya, 

mampu membangun kerjasama antardaerah untuk meningkatkan kesejateraan 

bersama dan mencegah ketimpangan antardaerah. Kaputra (2013 : 67). Dimana 

dalam masa transisi berkahirnya program PNPM tersebut, perguliran dana SPKP 

eks PNPM MPd yang di atur oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

(DPMD) dan di kelola oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) atau Unit 

Pengelolaan Kegiatan (UPK) yang diatur oleh peraturan bersama kepala desa 

sebagai lembaga yang menaungi perguliran dana eks PNPM MPd. Pembentukan 

BKAD tersebut merupakan upaya untuk menyelamatkan asset dan dana bergulir 

eks PNPM MPd akibat pemberhentian program di desa. 

Dari keberlangsungan program tersebut diharapkan nantinya akan 

menimbulkan output dari kegiatan yang telah di laksanakan, dimana output ini 

dapat berupa dampak dari program bagi masyarakat langsung maupun tidak 

langsung pada sektor ekonomi. Dimana penilaian dampak inilah yang di gunakan 

untuk memperkirakan intervensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. 

Rossi dan Freeman (1993: 215). Tujuan umum dari Simpan Pinjam Kelompok 

Perempuan (SPKP) adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan 
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pinjam di pedesaan, kemudahan akses usaha skala mikro. Pemenuhan pendanaan 

sosial dasar dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta 

mendorong pengurangan rumah tangga miskin serta penciptaan lapangan kerja. 

Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) sebagai usaha simpan pinjam 

merupakan suatu program yang di harapkan mampu memecahkan persoalan di 

tingkat masyarakat  dan pengelolahannya di serahkan kepada perempuan sebagai 

bagian yang juga bertanggungjawab pada pengelolaan ekonomi keluarga di desa, 

program ini membuka jalan bagi kelompok perempuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan. Dimana mereka bisa meminjam uang dengan prosedur yang telah 

di tetapkan, peminjaman di gunakan untuk mengembangkan usaha yang mereka 

jalani dan kemudian keuntungan akan kembali kepada mereka. Setiap anggota 

kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP)  mendapatkan jumlah 

peminjaman yang berbeda-beda berdasarkan jumlah anggota yang ada dan 

seberapa lama kelompok tersebut aktif dalam melaksanakan program. Dengan 

demikian, dengan adanya program ini diharapkan membawa perubahan kondisi di 

masyarakat dan di jadikan sebagai wadah dalam meningkatkan kesejahteraan 

keluarga terutama pada sektor ekonomi masyarakat. Bagi masyarakat kecamatan 

kundur utara kabupaten karimun keberlangsungan program ini tidak asing lagi 

karena sejak awal mula adanya program ini masyrakat telah berpartisipasi dalam 

pelaksanaannya. 
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Tabel 1.1 Daftar Penerima Manfaat Simpan Pinjam Kelompok  

Perempuan (SPKP) Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun 

No. Desa/Kelurahan Keterangan/Kelompok Jumlah 

Kelompok Lancar Menunggak 

1. Desa Lebuh - 6 6 

2. Kel Tg. Berlian Kota 21 16 37 

3. Desa Tg. Berlian Barat 14 14 28 

4. Desa Sei. Ungar Utara 4 12 16 

5. Desa Teluk Radang 19 2 21 

6. Desa Perayun 7 2 9 

Total 65 52 117 

Sumber data : BKAD Kecamatan Kundur Utara, 2022 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 117 kelompok dalam satu 

kecamatan yang terdiri dari 5 desa dan 1 kelurahan yang ikut berpartisipasi dalam 

program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dimana hal tersebut masih 

terdapat penunggakan kelompok dalam proses pengembalian pinjaman, dalam 

setiap keanggotaan kelompok terdiri dari 5 hingga 9 orang dalam setiap 

kelompoknya. Jika dilihat dari bentuk pinjamannya pun program ini sangat 

membantu bagi masyarakat ekonomi rendah karena bunga dalam setiap 

pengembalian modal juga tidak terlalu tinggi hanya 1% saja dalam setiap 

pinjamannya. Selain dari itu bagi kelompok yang membayar tepat waktu dan tepat 

jumlahnya dari tempo pembayaran setiap bulannya maka kelompok akan di 

berikan Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) sebesar 5% dari total jumlah 

jasa pinjaman yang telah di Setorkan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK). 
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Tabel 1.2 Aset dan Anggaran Program Kecamatan Kundur Utara 

No. Keterangan Jumlah  

1. ASET 

 Modal Awal DBM Rp. 1.690.800.000 

 LPP Simpan Pinjam Kelompok 

Perempuan 

Rp. 3.387. 358. 016 

 LPP Usaha Ekonomi Menengah Rp. 97. 939. 000 

 Pinjaman Lain-Lain Rp. 9.073. 200 

 Total Aset (Aktiva Tetap) Rp. 362. 750. 000 

 Bank Operasional UPK Rp. 124.114  

 Aset Produktif Saat ini Rp. 4.324.048.081 

2. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan 

 Bank Rp. 632.123.852 

 Saldo Peminjaman Rp. 3.387.358.016 

3. Jumlah Manfaat 117 kelompok 

4. Kinerja Perguliran 

 Pinjaman SPKP Kategori Lancar Rp. 3.363.026.000 

 Pinjaman SPKP Kategori Macet Rp. 24.332.016 

Sumber: BKAD Kecamatan Kundur Utara, 2022 

Dengan demikian, dari pemaparan di atas dapat di lihat gambaran 

mengenai bentuk program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yang 

ada di kecamatan kundur utara. Yang memaparkan beberapa kelompok 

masyarakat yang aktif dalam program SPKP. Namun, untuk melihat dampak atau 

manfaat dari program tersebut maka perlu di teliti lebih dalam lagi. Sehingga 

dalam penelitian ini, peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan judul 

“Analisis Dampak Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Pada 

Sektor Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Kundur Utara”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Pada pemaparan latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu 

permasalahan penelitian yakni bagaimana Dampak Program Simpan Pinjam 

Kelompok Perempuan (SPKP) Pada Sektor Ekonomi Masyarakat di Kecamatan 

Kundur Utara Kabupaten Karimun ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari pemaparan permasalahan yang ada, maka peneliti tertarik melakukan 

suatu penelitian yang bertujuan untuk melihat dampak program Simpan Pinjam 

Kelompok Perempuan (SPKP) pada sektor ekonomi masyarakat. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di 

bidang Ilmu Adminstrasi Negara dalam melakukan kajian lebih dalam dan dapat 

memberikan gambaran mengenai program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan 

(SPKP). 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Peneliti : Sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana. Sebagai hasil 

karya ilmiah penelitian. Serta memberi kesempatan pada penulis untuk 

mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari.  
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2. Bagi pemerintah : Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau 

masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka Pemberdayaan 

masyarakat. 

3. Bagi Masyarakat : Sebagai penambahan wawasan masyarakat mengenai 

keberlangsungan program yang di jalankan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


